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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 02 TAHUN 2007 

T E N T A N G  

BlAYA PERJALANAN DINASJABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM UNGKUP 
PEMERINTAH DAeRAH KABUPATEN LUWU UTARA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk Optimalisasi pencapalan sasaran dan tujuan 
pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai 
Negerl Slpll dan Pegawal Tidak Tetap Ungkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Utara, dlpandang perlu melakukan 
penyesualan besaran blaya Perjalanan Dlnas ; 

b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 178 Tahun 
2006 tentang Penetapan Blaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, 
Wakil Bupati, Ketua, Wakll Ketua dan Anggota DPRD 
Kabupaten Luwu Utara, Pegawal Negerl Sipil Lingkup 
Pemerlntah Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu 
dllakukan perubahan ; 

c. bahwa berdasarken Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 
26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 
Keputusan Menter! Keuangan Nomor 7 / KMK.03 / 2003 
tentang Perjalanan Dlnas Dalam Negerl Bagi Pejabat Negara, 
Pegawal NegE:ri Slpll clan Pegawal Tidak Tetap, dipandang 
perlu dltetar.,kan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa untuk maksuo tersebut pada huruf a, b dan c 

di atas, perlu dltetapkan dengan Peraturan Bupatl 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar, 
Negara {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



3. Undang - llndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara�n Negara (Lembaran Negara· Republlk 
I ' Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repabhk Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang - tndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntah�n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200� Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .Peraturan P�1erlntah Penggantl Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2ooslt�ntang Perubahan atas Undany-Undang Nomor 32 Tahun �004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara RepJbllk Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, · Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah dltetapkan denqan Undang·Undang . Nomor 8 Tahlin 2005 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 200$ j Nomor :i.08, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indoaesia Nomor 4548); · 
5. Undang - l Jnoang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangar:i \ Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntah [Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 I Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indlolesla 4433) ; 
6. Peraturan Pie\Tlerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan �r?tokoler den Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lemoaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441�) ]sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Pemerlnl:ah ��mar 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Prer;nerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pirqtokoler dan Keuangan Plmplnan dan Anggota DPRD (Lemt?aran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, 1jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ; 
7. Peraturan Jemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan [Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tah'un 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Repurlik Indonesia Nomor 4578) ; 
8. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman P1�blnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahar:il ipaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 �omor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indenesla Nomor 4593) ; 

. 9. Peraturan �n;ierintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke<ilua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ltentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmplnan da� �nggota DPRD (Lembaran Negara Republik Inqonesla T�hyn 2006 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik IQdonesla Nomor 4659) ; 



-. 

Memperhatikan 

Menetapkan 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentartg] Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);  !  11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentanb !Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utaral �omor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler d,m Keuangan Plmplnan dan Anggota DPRD Kabupaten 1u�u Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ; 12. Peraturan oaJrah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tenta�g j Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten �uwu Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lu1�u Utara Tahun 2007 Nomor 02) ; · 

I I . 13.Peraturan BJpati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran I Apggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berlta Daerah 

I l Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ; 

Peraturan Mrnteri Dalam Negeri Republik Indonesia . 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeh:ih; 

M E M ! U T U S K A N  

:  BIAVA PERJALA AN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, 
' ' PEGAWAI NEGERl SIPIL DAN PEGAWAI llDAK TETAP DALAM 

UNGKUP PEME' NTAH DAr.RAH KABUPATI:N LUWU UTARA 

Pasal 1 
Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabc1� Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dafam llngkup Pemerlntah Kabuapten Luwu Utara. 

Pasal 2 
Pejabat Negara sebagaimana dlmallud Pasal 1 adalah Bupati dan Wakil Bupati 
yang disetarakan dengan Pimpln 1n DPRD, /\nggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II. 

Pasal3 
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan d1n Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil 
Golongan IV yang mendudukl Jabatan Eselon H diberikan Uang Representasi. 



Pasal 4 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 ( empat) tingkat yaitu : I l 
1. lingkat A untuk Pegawal yang aigaji menurut Golongail IV 2. lingkat B untuk Pegawai yan� pigaji menurut Golongan III 3. Trngkat C untuk Pegawai yang olgajl menurut Golongan II 4. lingkat D untuk Pegawal yang 'a1gaji menurut Golongan I 

PasalS Biaya Perjalanan Dinas Pejaba Negara dalam lingkup Pemerlntah Daerah Kabupaten Luwu. Utara dlsamakan P�awal Negerl Sipll lingkat A. 
. u:,t �'e;, Pasal 6 Biayav;,erjalanan Dinas Pegawai p�eri Sipil Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan disamakan dengan Eselol III, dan Golongan Ill dlsamakan dengan Eselon IV. 

Pasal7 Pegawai lidak Tetap yang melekukan Perjalanan dlnas untuk Kepentingan Pemerlntah Daerah dlgolongkan I sebagalmana dimaksud dalam Pasal . 4 oleh Pejabat yang berwenang sesu I dengan 1.:lngkat Pendldlkan / Tugas yang 
bersangkutan. 

Pasal8 Biaya Perjalanan Dlnas dimaksud Pasal 1, dlberikan biaya transportasi dan uang harlan. 
Pasal 9 Uang Harian terdiri dari Uang Penginapan, Uang Makan, Uang Angkutan Setempat 

dan Uang Saku. l 
· Pasal 10 

(1) Perjalanan Dinas yang dlla�nakan di luar wllayah Kabupaten Luwu Utara dalam wllayah Provins! Sula\f'�I Selatan dltentukan sebagal berlkut : 
1. sampal dengan 150 Km dlbayarkan 1 (satu) harl, 
2. 151 Km s/d 200 Km dltiayarkan 2 (dua) hari, 
3. 201 dan seterusnya dlb'av.arkan 3 (tlga) harl. 
Kecuali ditentukan lain. ! 

(2) Di luar Provins! Sulawesi Seiatan paling lama 5 (lima) hari, kecuaii 
ditentukan lain. I 

rasal 11 Perjalanan Dinas dalam wilayah �bupaten Luwu Utara diberikan Lumpsum 
pergl - pulang paling lama 1 (satu) harl dan untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan 
Seko, Limbong dan Rampl dlberlkal1 Lumpsum paling lama 3 (tiga) hari kecuali 
ditentukan laln. I 

�asal 12 
Perjalanan Dinas dalam wilayah �ecamatan Masamba tidak diberikan Biaya 
Perjalanan Dlnas kecuall Perjalanan Dlnas ke Desa Lantang Tallang, Desa Pincara, Desa Sumlllin, Desa Lero, Desa Sep�k'at, Desa Pongo dan To' Radda. 
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Pasal 13 

Perjalanan Dinas yang melebihi wqktu yang ditentukan pada Pasal 10,11 dan 12 
dlbayarkan sesuai dengan Surat P.erlntah Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat 
yang berwenang. 

P'asal 14 

Yang dimaksud dengan ketentua� 191n dalam Peraturan lni adalah Perjalanan Dinas 
yang meleblhl waktu yang telah\ dltentukan dalam Pasal 10,11 dan 12 yang di 
dasarkan pada Pelaksanaan Keglatah sesual tlengan Surat Perlntah Tugas. 

Pasal1S 

Eiiaya Perjalanan Dinas dlbayarkar berdasarkan Lamplran I, II dan III Peraturan 
lnl, yang merupakan ·baglan yang tldak terplsahkan. 

Pasal 16 

Ketentuan yang dlatur dalam Peraturan lni tldak berlaku untuk Perjalanan Dinas/ 
Pejabat Keluar Negeri, Perjalanan Plndah, dan Biaya Pemulangan Pegawai yang 
Pensluri. 

Pasal 17 

Hal·hal yang belum Jelas dlatur dalam Peraturan lnl akan dlatur leblh lanjut dengan 
Keputusan Bupatl. 

�,,� : Pembina Utama Madya 
Nip : 010 108 780 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UT.ARA TAHUN 2007 NOMOR 

G 
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J.MPIRAN I :  PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 02 TAHUN 2007 TANGGAL : Ot Pebruari 2007 

A UANG REPRESENTASI PEJABAT NEGARN PNS 
URAIANfrUJUAN ORANG/HARi NO. KAB/KOTA IBUKOTA PROP./ LUAR PROP. 

1. Bupati I Wakil Bupati Rp 200.000 \ Rp 250.000 Ketua I Wakil Ketua DPRD 
2. Pejabat Eselon II Rp 150.000 Rp 200.000 Anggota DPRD 

B. SATUAN BIAYA TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA 
NO. PEJABAT NEGARA T ;{ANSPORTASI 
1 .  Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Rp. 1.200.· I Km Ketua DPRD 

C SATUAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI 

Catalan : _ �l Ji, 
a. Dalam Eselon Ill termasuk PNS Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan (j)f1 b Dalam Eselon IV IV  terrnasuk PNS Go:ongan Ill kebawah Non Eselon ii'-�'" 

I NO. TINGKAT ESELON/STAF TRANSPORT ASI 
I Eselon II & Anggota DPRD Rp. 1.000,· I Km 
2 Eselon Ill Rp. 900,· / Km 
3 Eselon IV Rp. 700,· I K"TI 
4 Eselon v Rp. 400.- / Km 
5. Stal dan PTI Rp. 300.- / Kin 
6. Aludan/Sonir . 

D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN 011�:.' DALAM r,,EGE� /"'1 
TING!<AT, IAYA 7 NO. URAIANfTUJUAN TINGKATA TINGKAT 1:1'  llNGKAT e" TINGKATD I Dlluar Prooinsl 

1. Penglnapen Rp soo.ooo R;, 250.000 Rp 225.000 Rp 200.000 
2. Uang Makan Rp 100.000 Rp 100.')00 Rp 100.000 Rp 100.000 
3. Angkutan Setempat Rp 200.000 Rp 130.000 Rp 90.000 Rp 75.000 
4. Uang Saku Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 125.000 

11. Kola Proolnsl 

I 
1. Penglnapan Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 125.000 
2. Uang Makan Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 60.000 
3. Angkutan Setempat Rp 50.000 Rp 40.000 Rp 35.000 Rp 30.000 
4. Uang Saku Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 75.000 Rp 70.000 

1 1 1 . DI Temru1t - Temoat Lain 
• 1 . Penglnapan Rp 220.000 Rp 180.(j()Q Rp 150.000 Rp 130.000 

2. Uang Makan Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 60.000 
3. Angkutan Setempat Rp 50.000 Rp 40.uOO Rp 35.000 Rp 30.000 
4. Uang Saku Rp 100.000 i<p 100.000 Rp 75.000 Rp 75.000 

. MUTTY h,._ 
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' LAMPIRAN II :  PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 02 TAHUN 2007 TANGGAL : 01 Pe'bruari 2007 
I A. PERJALANAN DINAS DALAM WlLAYAH KABU1A1EN LUWU UT ARA (PERJALANAN PULANG PERGI) 
I yuMPSUM , HARi 

BUPATI/WAKILIB�PATI ESELON V WILA'rAH KEC I OESA ESELON II ESELON STAF, PTI ADC/ PIMPINAN DPRD ANGGOTA DPRO Ill / IV FUNGSIONAL SOPIR 
' ' 
I I I Bone-Bone, Sukamaju, Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 50.000 Mappedeceng, I I Baebunta. Sabbanq I 

I l II Malangke, I Malanake Baral RP 300.000 RP 250.000 RP 200.000 RP 150.000 RP 50.000 

Ill. Desa: I I Lero, Pincara, Lanlang - Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 75.000 Rp 50.000 
. Tallang, Sumillin, I I Toradda, Ponoo I 

I I B. BIAVA PERJALANAN DINAS KE KEC. LIMBONG, KEC. SEKO DAN RAMPI 
I I 

INO PEJABAT LUMPSUM PERJALANAN DINAS/HARI KEC. UMBOl�G KEC. SEKO & RAMPI 
1. Bupati den Wekil Bupali I I Pimpinan DPRD Rp 500.000 Rp 700.000 

I I 
2. Eselon II I Anggota DPRD Rp ro, 000 Rp 650.000 

3. Eselon I l l /  IV Rp 350.000 Rp 600.000 
I I 

4. Esolon v, Stol, Fungelonal Rp 300.000 Rp 450.000 den PTI I I 

BIAYATIKET 

Catatan : dlberikan mak•lmal 3 harl \ I 

C. STANDAR TIKET PESAWAT PERJALANAN DINA::; KELUAR PR..>P. SULSEL I 
..----r-- NO T U J U A N  I  I  

-:--tc=-���'=""=-' Jakarta ·-·------·- !__ __ Rp 1.200.000 
- ���;:·.'!�-- 1--·-  �p - ·  -:;:ggg· 
. !!)'.__ .. .. I -· ftp 
-�!!P!ll�L Flp_ eco.ooo Blma, Meumere dan Lombok Rp 500.000 Menado Rp sso.ooo Palu Rp . 60ii:ooo 
Luwuk- .. Rp 800.000 Gorontalo :fJr:i::· 600.000 Kendari, Raha Pamala Rp · · - •I00.000- Buton ------·- - - ... Re 500.000 Timika -Rp · 1.600.000 

. . . . .  soroyg___ -�P. - -  .  1 .200.000 AmbOn . .  Flp . . i.,.o.9_q,QQ.O .. . .  ·-------- Ballke!J>Jln_____ Rp ·-----·· 600.000. ���anak..... . .. Rp __ . 1.800.000. ... Rp _ . . . . .  _  _1.300.000. . _ Pad�------ Rp 1.900.000 �!talemmbang .R:P . t,60Q,�. 
,,. I Rp 1.900.000 Medan - ·1· Rp 2.400.000 · Banda Aceh R 'i:s1i1fo6o 

1. Makassar 
2. Makaaaiii' 
3. Maka1aar 
4. Makasaar 
5. MakaBSer 
6. MakeBSar 
7. Makassar 
8_- Makassar 
ii:- Makiiasa, 
ffi. Makasaai' 
11. Maka8S8r 
12. Miikassai' 
13. Makassai · 
;:( Makassar- 
15 Makaaiiiir 
·16. Makaasar 
fi. Makanar 
Te Makassar 
19 Makassar .. 
fo: Makassar 
21. Makessar 
22. Makassar 



. ' j • _ ... 
. LAMPIRAN Ill': PERATURAN BUPATI Ll!IWU UTARA NOMOR 02 TtH'UN 2007 TANGGAL : 01 p..,nrliari. 2007 

I I iiFTAR TABEL 
TABEL JARAK KILOMETER DARI IBUKOTA KABUPATEN LUWU UTARA 

' ' KE WILAYAH KABU1ArEN DAN KOTA DALAM PROP. SUL·SEL 
NO NAMA KABUPATEN/KOT 4 I JARAK, KM 
1. MAKASSAR 

454 KM 

2. MAR OS 
424 KM 

3. PANGKEP 
403KM 

4. BAR RU 
352 KM 

5. PARE-PARE 
229KM 

6. PIN RANG 
272KM ( -c _ 

7. SIDRAP 
266KM 

8. SENG KANG 
384 KM 

9. SOPP ENG 
386 KM 

10. BONE 
480KM 

1 1 .  SINJAI 
674 KM 

12. GOWA 
465 KM 

13. TAKALAR 
499 KM 

14. JENEPONTO 
545 KM 

15. BANTAENG 
174 KM 

16. BULUKUMBA 
507 KM 

17. SELAYAR' 
507KM 

18. TATOR 
144 KM 

19. ENREKANG 
218 KM 

20. MALILI 
130 KM 

21. KOTAPALOPO 
64KM 

22. LUWU 


